Menimbang :

Mengingat

-1- RAPERDA KAB. PATI

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik
dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan Masyarakat, maka diperlukan berbagai
Inovasi;

bahwa Inovasi di Daerah perlu dilaksanakan secara
terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi
sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat
terwujudnya kesejahteraan Masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja maka dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat melakukan Inovasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara
Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pati.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan,
yang mengandung unsur kebaruan dan @ telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi
dan/atau sosial.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau
pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis
nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara
baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.



10.

11.

12.

13.

14.

1)

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia
usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan
lainnya.

Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu
kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang
ditujukan kepada kelompok target atau individu agar
mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran,
menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam
satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang
dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah,
lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga
penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di

Daerah.
Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan:

a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; dan

b. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sasaran Inovasi Daerah  diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat

melalui:

a. peningkatan Pelayanan Publik;

b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan

c. peningkatan daya saing Daerah.



Pasal 3
Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. peningkatan efisiensi,

b. perbaikan efektivitas;

c. perbaikan kualitas pelayanan;

d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

e. berorientasi kepada kepentingan umum;

f. dilakukan secara terbuka;

g. memenuhi nilai kepatutan; dan

h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk

kepentingan diri sendiri.

Pasal 4
Ruang lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:
a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau
proses produksi.
BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Paragraf 1
Bentuk

Pasal 5
Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan  Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6
Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam
pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata
laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan

pengelolaan unsur manajemen.



Pasal 7

(1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan
pelayanan kepada Masyarakat.

(2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat
meliputi:
a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik;
b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; dan

c. pelayanan administrasi.

Pasal 8
Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ merupakan segala bentuk Inovasi dalam
penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.
Paragraf 2

Kriteria

Pasal 9

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus

memenuhi kriteria:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur
obyek inovasi;

b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;

c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan
pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

d. merupakan Urusan Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah; dan

e. dapat direplikasi.

Bagian Kedua
Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk
atau Proses Produksi
Paragraf 1
Bentuk

Pasal 10
(1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau

proses produksi diselenggarakan oleh anggota Masyarakat.



(2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk:
a. penemuan;
b. pengembangan; dan/atau

Cc. sintesis.

Pasal 11

(1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses
baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk,
jasa, atau proses yang sudah ada.

(3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf ¢ merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor

yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 12

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses

produksi harus memenuhi kriteria:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur
obyek inovasi;

b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;

c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan
pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan

produk atau proses produksi barang dan/atau jasa.

BAB III
PENGUSULAN
Bagian Kesatu
Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 13
(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

a. Bupati;



b. anggota DPRD;

c. ASN;

d. Perangkat Daerah;

e. Badan Usaha Milik Daerah; atau

f. anggota Masyarakat.

Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
secara individu dan/atau kelompok.

Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1
(satu) Inovasi Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang

sekurang-kurangnya memuat:

a.
b.

C.

latar belakang Inovasi Daerah;

bentuk Inovasi Daerah;

tujuan Inovasi Daerah;

manfaat dari Inovasi Daerah;

rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan
yang akan dilakukan;

waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

anggaran untuk Inovasi Daerah, jika diperlukan.

Pasal 15
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang
ditunjuk oleh Bupati.
Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
Proposal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk
secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan
layak atau tidak layak.
Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar,

dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.



(5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian
dan pengembangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim independen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 16
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b
dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
Dalam melakukan penyusunan proposal Inovasi Daerah,
anggota DPRD dapat melakukan koordinasi dengan
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan.
Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibahas dalam rapat DPRD dan ditetapkan layak atau
tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai peraturan
tata tertib DPRD.
Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan
ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bupati.
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian
proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9.

Pasal 17
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan
kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya
disertai dengan  proposal Inovasi Daerah untuk

mendapatkan izin tertulis.



(2)
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Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah
untuk dievaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah

kepada Bupati.

Pasal 18

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d
dan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan
proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak
sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan

inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 19

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati
disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari
anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah
tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk
dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi

penelitian dan pengembangan.
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(3) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari
anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah
tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah
yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak
sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan

inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 20
Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal
18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan

perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

Bagian Kedua
Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses

Produksi

Pasal 21
Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan

produk atau proses produksi berasal dari anggota Masyarakat.

Pasal 22
Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang
sekurang-kurangnya memuat:
latar belakang Inovasi Daerah;

a.
b. bentuk Inovasi Daerah;

o

tujuan Inovasi Daerah;

e

manfaat dari Inovasi Daerah;

e. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan
yang akan dilakukan;

f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran untuk Inovasi Daerah, jika diperlukan.
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Pasal 23

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat

dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk

dilakukan evaluasi.

(1)

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 24

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan

Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba

Inovasi Daerah.

Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati,
dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh
tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3);

b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota
DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat
paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat
Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);

c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN,
Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota Masyarakat,
dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4).
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Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan
Inovasi Daerah;

b. bentuk Inovasi Daerah;

c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan
yang akan dilakukan;

d. tujuan Inovasi Daerah;

e. manfaat yang diperoleh;

f.  waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran, jika diperlukan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi

Daerah.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 25

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau
proses produksi yang telah dilakukan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat
dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

penelitian dan pengembangan.

BAB V
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 26
Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi
Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24.
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Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan
melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji
coba.

Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih
sebagai laboratorium wuji coba dapat menerapkan tata
laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat
membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan
manusia dan lingkungan.

Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara
berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan

pengembangan.

Pasal 27
Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus
didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk
menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap
pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat
melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah
untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
Dalam hal wuji coba Inovasi Daerah tidak berhasil,
pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji
coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan.
Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 28
Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil
pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan

pengembangan.
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(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian

dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 29
Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak
negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji

coba Inovasi Daerah.

BAB VI
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30
(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 atau tanpa melalui uji coba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterapkan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah
yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat,
pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau
pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; atau

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah
yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah
Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada
Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau
pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
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(3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan
Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 31

(1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam
rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah
dan tidak dapat dikomersialisasikan.

(2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam
rangka peningkatan produk atau proses produksi yang
diselenggarakan oleh anggota Masyarakat menjadi milik

anggota Masyarakat sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 32

(1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang
berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang melaksanakan
Inovasi Daerah.

(2) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan
kewenangannya  kepada = Perangkat Daerah  yang
membidangi penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana
ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah
terkait, akademisi dan/atau unsur profesional lainnya.

(4) Bupati menetapkan hasil penilaian Inovasi Daerah yang
berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik

Daerah, dan/atau anggota Masyarakat.

Pasal 33
Berdasarkan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (4), Bupati dapat memberikan
penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah yang berhasil

menerapkan Inovasi Daerah.
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Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian

penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 35
(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi
penelitian dan  pengembangan untuk  melakukan
Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan antara lain dengan cara:

seminar;

b. workshop;

Cc. simposium,;

d. lokakarya;

e. penerbitan buletin;

f. jurnal;

g. publikasi media massa; dan/atau

h. pameran.
BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
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(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik,
peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan

daya saing produksi barang dan/atau jasa.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam
penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kerjasama Daerah.

BAB XI
SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 39
Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi
Daerah yang terdiri dari unsur:
a. kelembagaan Inovasi Daerah;
b.sumber daya Inovasi Daerah; dan

c. jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Inovasi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam
Peraturan Bupati.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan Inovasi Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah

yang membidangi penelitian dan pengembangan.
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Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau
proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan
penunjang meliputi:

1. fasilitasi;

2. advokasi;

3. asistensi;

4. supervisi; dan/atau
5. edukasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan

penyebaran.

Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan

pendampingan.

Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan

penyuluhan.

Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan,

dan pengendalian.

Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan

modifikasi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah
ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah
sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

Pendataan terhadap Inovasi Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.



-20 -

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua
peraturan perundang-undangan di Daerah yang telah ada yang
mengatur mengenai Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal

BUPATI PATI,

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR ....... TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

UMUM

Inovasi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah
Daerah dan pelayanan publik secara optimal. Sasaran Inovasi Daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat
melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta
Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Usulan Inovasi Daerah
tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah saja namun
juga dari Masyarakat.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas Inovasi
Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses
produksi. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu
inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik,
dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat
menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

Pengaturan secara umum mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengaturan secara
lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah. Meskipun ada pengaturan tersebut masih perlu adanya
pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat
diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini mengatur
pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Daerah dan kondisi Daerah.

Pengaturan Inovasi Daerah dimaksud dapat menjangkau seluruh

pelaku Inovasi sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana,
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terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi optimal dalam mempercepat

pertumbuhan ekonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan '"peningkatan efisiensi" adalah bahwa
Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin
menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi
Daerah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai
seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah
bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan"
adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum"
adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa
dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan
asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap
suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa
Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh
Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Daerah lain.
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Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa
Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika

dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya
tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi
Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi

Masyarakat.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam pelaksanaan

fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” meliputi

sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau
sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam
Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan

rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau
Masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah,
menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja
Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik,
dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau

kelompoknya.
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Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan

dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya
bagi Masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan
pajak atau retribusi Daerah; dan

b. membatasi akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain
menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda
penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak
dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Pemerintahan Daerah.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi

Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu unit kerja,

Perangkat Daerah atau Daerah dapat diterapkan pada unit kerja,

Perangkat Daerah lain atau Daerah lain.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
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Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Yang dimaksud dengan '"rancang bangun Inovasi Daerah" adalah
struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari
suatu produk atau suatu prosedur kerja.
Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan"
adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka
kerja yang akan dihasilkan dari Inovasi yang dilakukan.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
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Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat
yang dapat berupa unit kerja yang dijadikan tempat melakukan
percobaan Inovasi Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang
bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dan Inovasi
yang dilakukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah
tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan
barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai
objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud “informasi Inovasi Daerah” adalah informasi
Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam
bentuk web atau bentuk informasi lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Yang dimaksud dengan faringan Inovasi Daerah” adalah simpul-
simpul Perangkat Daerah dan Masyarakat yang akan dan sedang
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
Inovasi.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
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Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PATI

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Pati Tahun 2022 - 2042;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN PATI TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.



10.

11.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Bupati adalah Bupati Pati.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan
yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan
menjadi Industri unggulan di Daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pati Tahun
2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIK 2022-2042
adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam

pembangunan Industri di Kabupaten Pati.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.

sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat
Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau
institusi terkait;

mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan;
dan

sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam

pembangunan Industri Unggulan Daerah.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.

mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional
dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;

menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi
pembangunan Industri Unggulan Daerah;

mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing,
dan berkelanjutan;

mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan
Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan
nasional; dan

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini

meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Industri Unggulan Daerah;
c. RPIK 2022-2042;
d. pelaksanaan;
e. pembiayaan; dan
f. pelaporan.
BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan
Industri Daerah.
(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan
Industri dan Kawasan Industri;

b. penyediaan infrastruktur Industri;

c. pemberian kemudahan data dan informasi pada
Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;

d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;



pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan
menengah;

Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan
Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan

Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin

ketersediaan :

a.
b.

infrastruktur Industri; dan

infrastruktur penunjang.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Bagian Kesatu

Jenis Industri

Pasal 7

(1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:

a.

o

o o

5@ oo

[

j-

k.

Industri makanan;

Industri pertambangan dan penggalian lainnya;
Industri pengolahan tembakau;

Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;

Industri kayu, barang dari kayu, dan gabus;

Industri kimia dan barang dari kimia;

Industri logam dasar;

Industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer;
Industri mesin dan yang tidak termasuk dalam lainnya;
Industri alat angkut lainnya; dan

Industri tekstil.

Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain

yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas

Daerah.



Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan

dengan melalui tahapan:

a. Tahap I periode 2022-2026;

b. Tahap II periode 2027-2031; dan
c. Tahap III periode 2032-2042.

BAB IV
RPIK 2022-2042

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 9

(1) RPIK 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan

d.

e.

Industri;

visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan
sasaran pembangunan Industri Daerah;

strategi dan program pembangunan Industri; dan

penutup.

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

memuat:

a. latar belakang;

b. dasar hukum; dan

c. sistematika penulisan.

(3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a.
b.

o

e

kondisi Daerah;
sumber daya Industri;
sarana dan prasarana; dan

pemberdayaan Industri kecil dan menengah.



(4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan
sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memuat:

a. visi dan misi pembangunan Daerah;
b. tujuan pembangunan Industri; dan
c. sasaran pembangunan Industri.

(5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
a. strategi pembangunan Industri; dan
b. program pembangunan Industri.

(6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b meliputi :

a. penetapan, sasaran dan program pengembangan
Industri Unggulan Daerah;
b. pengembangan perwilayahan Industri;
c. pembangunan sumber daya Industri;
d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
e. pemberdayaan Industri.
Pasal 10

RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku
Pasal 11

(1) RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun.

(2) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditinjau kembali setiap S5 (lima) tahun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 12

(1) Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab  terhadap

pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b.



(2)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program
pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjalin sinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, serta dapat bekerja sama dengan
pemangku kepentingan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai kerja sama Daerah.

Pasal 13
Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia
untuk masyarakat setempat dalam upaya akses
kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil
dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala
besar.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14
Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022-2042 bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa

Tengah; dan

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15
(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2022-
2042 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor
Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto,
penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi
investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri
termasuk permasalahan dan langkah-langkah

penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal ...
BUPATI PATI,

Diundangkan di Pati
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:
( /2022)
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR ....... TAHUN . . ..
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PATI
TAHUN 2022-2042

UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah
meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan
peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk
mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. peran tersebut
diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh
lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu
maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Pati mengacu pada visi
pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia
menjadi Negara Industri Tangguh”, Visi Pembangunan Industri Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yaitu “Terwujudnya Industri Jawa Tengah
yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan” dan visi pembangunan
Kabupaten Pati yaitu “Pati Bumi Mina Tani”. Dengan mengacu pada visi
pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Pati
Tahun 2022-2042 adalah “Meningkatnya Industri Yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan”.

Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri
Nasional. RPIK Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan:

a. potensi sumber daya Industri Daerah;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pati; dan

c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta

daya dukung lingkungan.



II.
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Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk
melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk
mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mewujudkan
tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati;

b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta
mengurangi ketergantungan terhadap impor;

c. menumbuhkembangkan Industri hilir dan Industri antara berbasis
sumber daya alam,;

d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan
teknologi;

e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang Industri yang mudah
dan cepat;

f. mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh
wilayah Kabupaten Pati;

g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta
mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu
kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan

h. mengembangkan industri hijau (green industry) melalui regulasi
eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 juga berpedoman pada Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan

Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



- 12 -

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘infrastruktur Industri" paling sedikit
meliputi Kawasan Peruntukan Industri, jaringan energi dan
kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air
dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'infrastruktur penunjang" paling sedikit
meliputi meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran
dan tempat pembuangan sampah.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia” adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi
Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang
maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan
sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta
sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
Klasifikasi jenis Industri Unggulan Daerah mendasarkan pada
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Industri potensial” merupakan industri
yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi industri
unggulan Kabupaten Pati.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah
perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi
kemasyarakatan (badan hukum/tidak, perguruan tinggi, lembaga
penelitian, lembaga kemasyarakatan lainnya, badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR ...



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN

Menimbang :

Mengingat

—_

WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pati Tahun 2024, diperlukan biaya yang
cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pati.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati.



5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara
langsung dan demokratis.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati.

7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

8. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pati adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

daerah.
Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini
dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan yang
penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu)

tahun anggaran.

Pasal 3
Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan

dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan.

BAB II
PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 4

Prinsip Dana Cadangan:
a. digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan
setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan

tercapai; dan



b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di

luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1) Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp45.000.000.000,00
(empat puluh lima miliar rupiah) dipenuhi selama 2 (dua)
Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan
melalui APBD secara bertahap sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah); dan

b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.000.000.000,00
(tiga puluh lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka
kekurangannya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran
2023.

(3) Dalam hal biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024, melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan

dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah,
kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan
penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV
PENEMPATAN DANA CADANGAN
Pasal 7

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri

atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.



(2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai
dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk
deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.

(3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau
bank pemerintah lainnya.

(4) Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas
pemanfaaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah
mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sebagai
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(5) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
JENIS PENGELUARAN
Pasal 8
Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 9
Penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan
penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
Pasal 10
(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Pati yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
Pemilihan.
(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh

PPKD.



BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11
Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan

penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak

terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Kegiatan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan dibiayai
melalui APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 diluar alokasi

Dana Cadangan.

Pasal 14
(1) Dalam hal terdapat perubahan jadwal Pemilihan, Dana
Cadangan yang sudah dicairkan kepada Penerima Hibah
disimpan di rekening Kas Penerima Dana Hibah.
(2) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai
penyelenggaraan Pemilihan, disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal
BUPATI PATI,

HARYANTO
Diundangkan di Pati

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

. UMUM

Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati
Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah
Daerah membentuk Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024 yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.



Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR.....



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ....... TAHUN .........
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

: a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan
pembangunan Daerah;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam pendirian bangunan gedung dan penggunaan tenaga
kerja asing serta untuk menggali sumber pendapatan
daerah guna menambah pembiayaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati, maka
perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan
potensi sumber pendapatan daerah yang ada;

bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan
pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu di Daerah, serta
untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu

disesuaikan;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

—

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah



Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 112) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 dihapus, angka
13 diubah, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 4
(empat) angka yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c dan
angka 13d, serta diantara angka 25 dan angka 26
disisipikan 5 (lima) angka yakni angka 25a, angka 25b,
angka 25c, angka 25d, dan angka 25e sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pati.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi



10.

11.
12.
13.

13a.

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan,
pedalaman dan/atau laut.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus.

Dihapus

Dihapus

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis
Bangunan Gedung

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan

fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.



13b.

13c.

13d.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti
hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki
kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas
kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung
yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi
Bangunan Gedung.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung
ethanol yang diproses dari bahan dan hasil pertanian
yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi
dan destelasi, baik dengan cara memberikan perlakuan
terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain
atau tidak, maupun yang diproses dengan cara
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara
pengenceran minuman mengandung ethanol berasal dari
fermentasi.

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
ditempat tertentu untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan khusus minuman beralkohol
golongan B dan/atau golongan C.

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat
tertentu yang didirikan oleh orang atau badan untuk
melakukan kegiatan usaha perdagangan khusus
minuman beralkohol.

dihapus.

dihapus.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum
untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal
dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal

maupun tidak berjadwal.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

25a.

25b.

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam
trayek.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau
badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan,
termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus
dimiliki perseorangan atau badan untuk melakukan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi
yang tercantum dalam izin tersebut.

Izin Penangkapan lkan adalah izin tertulis yang harus
dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari izin usaha perikanan.

Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus
dimiliki oleh pemegang Izin usaha perikanan untuk
setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan
kegiatan budidaya ikan.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA
adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

25c.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana
penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka

waktu tertentu.



25d.

25e.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah
persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya
disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus
dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak
atau pendapatan daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang  menentukan = jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak terutang.



31.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif  dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau
untuk tuyjuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
Daerah.

33. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya
disingkat PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
UndangUndang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada

dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 2
(1) Obyek retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan



ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan

Daerah ini meliputi :

a. Retribusi PBG;

b. Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Trayek;

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan

e. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

3. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB III
RETRIBUSI PBG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas

pelayanan PBG.

(1)

(3)

Pasal 4
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
adalah penerbitan PBG atas Bangunan Gedung
dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan
standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan
Gedung.
Dalam hal Bangunan Gedung telah terbangun,
penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan
plakat SLF.
Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;



b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum
memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

perubahan fungsi Bangunan Gedung;

perubahan lapis Bangunan Gedung;

perubahan luas Bangunan Gedung;

perubahan tampak Bangunan Gedung;

a bk L b=

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen
pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi
aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat
kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan
Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di
kawasan cagar budaya.
(5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(6) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk Bangunan
milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau

Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 5
(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau
badan yang memperoleh PBG.
(2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan
yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

PBG.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6
(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa
atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi
PBG.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur



berdasarkan formula yang mencerminkan biaya
penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :
a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi
untuk Bangunan Gedung; atau
b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas formula untuk :
a. Bangunan Gedung; dan
b. prasarana Bangunan Gedung.
(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

terdiri atas :

a. Luas Total Lantai;
b. Indeks Terintegrasi; dan
C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
terdiri atas :
a. Volume;
b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi
PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh
biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
PBG, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari

penerbitan PBG.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 8



(1)

Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan
berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar
teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung; dan

b. prasarana Bangunan Gedung.

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas
dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan
indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung
terbangun.

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
berdasarkan volume dikalikan indeks prasarana
Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung
terbangun dikalikan harga satuan retribusi prasarana
Bangunan Gedung.

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung  berdasarkan  indeks  fungsi  dikalikan
penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks
parameter dikalikan faktor kepemilikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian perhitungan
struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

. Pasal 9 dihapus.

. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 43A

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi

atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.



Pasal 43B

(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A
adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang
bekerja di Daerah.

(2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara
asing, badan-badan internasional, lembaga sosial,
lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga

pendidikan.

Pasal 43C

(1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43A adalah Pemberi Kerja TKA.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43D
Tingkat penggunaan jasa oleh Pemberi Kerja TKA diukur
berdasarkan pada jangka waktu RPTKA perpanjangan dan
jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

Pasal 43E

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggunaan TKA
ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

(2) Retribusi Penggunaan TKA dipungut setiap tahun sekali
dalam bentuk DKPTKA, yang besarannya dibayarkan
dalam mata uang rupiah setara dengan US$ 100 (seratus
dollar Amerika Serikat) perorang/perbulan pada saat
penerbitan SKRD/surat pemberitahuan pembayaran

DKPTKA.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43F
(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran Tarif Retribusi
Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk
menutup seluruh biaya Pengesahan RPTKA

perpanjangan.



(2) Biaya Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan Pengesahan
RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak

negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 43G
Masa Retribusi Penggunaan TKA adalah jangka waktu yang
ditetapkan dalam RPTKA Perpanjangan yang diberikan.

. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) bab, yakni
BAB VIIIA dan BAB VIIIB, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
BAB VIIIA
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 44A
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIIIB
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 44B

(1) Peninjauan kembali tarif Retribusi Perizinan Tertentu
dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

Pasal II

. Semua ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang

sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus

dibaca dan dimaknai sebagai PBG, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan

Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 146)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal
BUPATI PATI,

HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR ......



L

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR ....... TAHUN .........
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka Pengaturan di
Daerah mengenai Retribusi Perizinan Tertentu yakni Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan

penyesuaian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, mengatur terkait PBG sebagai pengganti mekanisme Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk
pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah. Sebagaimana IMB yang menyediakan layanan
perizinan dan melekat di dalamnya hak pemungutan Retribusi, PBG juga
memberikan kesempatan bagi pemda untuk meningkatkan penyediaan
layanan perizinan Bangunan Gedung serta membuka potensi pendapatan
Daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan Retribusi PBG. Oleh
sebab itu, penyusunan perda mengenai PBG baik sebagai perubahan
ataupun pengganti perda mengenai IMB menjadi suatu keharusan agar
terdapat payung hukum pelaksanaan PBG dan menghindari hilangnya
potensi pendapatan Daerah dari Retribusi PBG.



II.

Sehubungan dengan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah mengubah beberapa
ketentuan antara lain:

1. perubahan pada nomenklatur retribusi menjadi Retribusi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing;

2. objek retribusi berupa pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA
yang bekerja di kabupaten Pati;

3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa yang diukur berdasarkan
pada jangka waktu RPTKA perpanjangan dan jumlah pengesahan
RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangan jenis Retribusi Penggunaan

Tenaga Kerja Asing yang merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu,

maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu diganti dan

diatur kembali dalam Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perizinan

Tertentu. Hal tersebut disamping untuk memberikan payung hukum

pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sekaligus dalam

rangka penyederhanaan pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu di

Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6



Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 43A
Cukup jelas.
Pasal 43B
Cukup jelas.
Pasal 43C
Cukup jelas.
Pasal 43D
Cukup jelas.
Pasal 43E
Cukup jelas.
Pasal 43F
Cukup jelas.
Pasal 43G
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 44A
Cukup jelas.
Pasal 44B
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR ........
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